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(Nama: Helmi Dewara Putra, Nomor BP: 1610112033, Fakultas Hukum 

Universitas Andalas, 80 Halaman, 2021) 

ABSTRAK 

Kekebalan diplomatik adalah pembebasan seseorang terhadap tuntutan hukum 

atau terhadap kewajiban tertentu karena berstatus sebagai diplomat atau staf 

kedutaan besar suatu negara. Secara umum kekebalan diplomatik diatur dalam 

Pasal 20-36 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Dikenal dua 

kekebalan diplomatik yang melekat pada diri pejabat diplomatik, yaitu immunity 

yang berarti bebas dari tindakan aparat penegak hukum dalam keadaan tertentu 

yang dapat diperlakukan secara sah dan inviolability yang berarti ketentuan tidak 

dapat diganggu gugat dalam menjalankan misi diplomatik atau yang dikenal 

dengan hak-hak istimewa diplomat. Hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik 

juga diberikan secara penuh kepada istri dan anak serta anggota keluarga yang 

tinggal satu atap dengan pejabat diplomatik, sesuai dengan yang diatur dalam 

Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pemberian 

hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini tidak jarang disalahgunakan oleh 

keluarga pejabat diplomatik. Oleh karena itu masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian ini adalah, 1) Bagaimana bentuk penyalahgunaan hak kekebalan 

diplomatik oleh keluarga pejabat diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961, 2) 

Bagaimana penyelesaian terhadap kasus pelanggaran kekebalan diplomatik yang 

dilakukan oleh keluarga pejabat diplomatik. Metode penelitian yang digunakan 

adalah tipologi normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan dapat menyimpulkan bahwa setiap 

pelanggaran hukum yang dilakukan keluarga pejabat diplomatik di negara 

penerima tidak dapat dilakukan tindakan hukum, sesuai dengan Pasal 29 dan 31 

Konvensi Wina 1961. Penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan 

persona non grata (Pasal 9 Konvensi Wina 1961), immunity waiver (Pasal 32 

Konvensi Wina 1961) dan pertanggung jawaban negara pengirim. Semua 

penyelesaian ini juga bergantung dengan seberapa baik hubungan antar dua 

negara, kedua negara dapat menyelesaikan masalah dengan upaya politis dan 

perjanjian tertentu untuk menemukan keserasian hukum. 
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